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ABSTRACT

This study aims to analyze the partnership model in the development of Limbasari
Tourism Village, located in Bobotsari Subdistrict, Purbalingga Regency. The research
uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-
depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of
Patrawisa Tourism Awareness Group (Pokdarwis), the Village Government of
Limbasari, the Village-Owned Enterprise (BUMDes), local community members, and the
Department of Youth, Sports, and Tourism (Dinporapar) of Purbalingga. The findings
indicate that the partnership involves multiple stakeholders who share the same goal of
revitalizing the tourism village after a decline due to the pandemic. Pokdarwis acts as
the main manager, the village government serves as a policy facilitator, while the
community participates in local economic activities. BUMDes has expressed readiness to
engage formally but has not yet taken an operational role. Based on Huxham &
Vangen'’s partnership theory, the indicators of common aim and commitment are evident,
while communication, sharing power, and compromise still need improvement.
According to Notoatmodjo’s partnership principles, equity and potential mutual benefits
are present, though transparency and benefit distribution remain uneven. It can be
concluded that the partnership in the development of Limbasari Tourism Village is in a
growing phase and requires stronger coordination and formal involvement of all
stakeholders to ensure optimal and sustainable collaboration.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kemitraan dan faktor pendorong serta
penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga.
Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai stakeholder seperti Pokdarwis,
Pemerintah Desa, BUMDes, masyarakat, dan Dinporapar. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kemitraan telah berjalan dengan adanya tujuan bersama dan komitmen, tetapi
komunikasi, pembagian kekuasaan, serta kompromi antar pihak masih perlu diperkuat.
Faktor pendukung antara lain komitmen, kesamaan tujuan, dan peran aktif masyarakat.
Sementara penghambatnya meliputi minimnya transparansi, keterbatasan sumber daya,
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dan koordinasi yang belum optimal. Kesimpulannya, kemitraan berada pada tahap
berkembang dan memerlukan penguatan koordinasi lintas stakeholder.

Kata Kunci: Kemitraan, Pengembangan, Desa Wisata, Limbasari, Kerja Sama

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata di
Indonesia tidak hanya berfokus pada
destinasi unggulan nasional,
melainkan juga pada potensi lokal

melalui pengembangan desa wisata.

Desa wisata merupakan bentuk
implementasi pembangunan
pariwisata berkelanjutan  berbasis

masyarakat yang menjadi salah satu
strategi  pembangunan  lokal di
Indonesia. Desa Wisata Limbasari di
Kabupaten  Purbalingga memiliki
potensi alam yang melimpah berupa
air terjun, perbukitan, dan
keanekaragaman hayati yang belum
sepenuhnya dikembangkan secara
optimal. Sejak pandemi COVID-19,
kegiatan wisata sempat terhenti, dan
baru kembali bergeliat dengan
semangat gotong royong masyarakat.
Namun dalam praktiknya menghadapi
berbagai tantangan dalam aspek

kelembagaan dan kemitraan.

Kemitraan antar stakeholder,
seperti Pokdarwis, pemerintah,
masyarakat, BUMDes, dan pihak
swasta menjadi penentu keberhasilan
pengembangan desa wisata.

Tantangan utama dalam konteks

Limbasari adalah masih lemahnya sinergi
antar pihak, koordinasi, serta minimnya
peran BUMDes yang baru berbadan
hukum pada tahun 2023 dalam
pengelolaan operasional, dominasi
pengambilan keputusan oleh Pokdarwis
dan  pemerintah, serta  terbatasnya
pelibatan masyarakat dalam perencanaan,
serta belum adanya forum koordinasi

formal di dalamnya.

Penelitian ini  mengkaji lebih
dalam bagaimana bentuk kemitraan yang
terbentuk dalam pengembangan Desa

Wisata Limbasari, serta faktor yang

mendorong dan menghambat
keberjalanannya.
METODE PENELITIAN

Penelitian  ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskripstif. Data

dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan
dokumentasi. Informan dipilih secara
purposive, terdiri dari Ketua Pokdarwis
Patrawisa, Kepala Desa Limbasari, Kepala
Bidang Pariwisata Dinporapar
BUMDes, serta
masyarakat lokal. Teknik Pengumpulan

Data:

Purbalingga, Ketua

1. Wawancara  mendalam dilakukan



2. Observasi

3. Dokumentasi

dengan pertanyaan terbuka agar

informan dapat menyampaikan
pengalaman dan pandangan mereka

secara leluasa.

partisipatif ~ terhadap

kegiatan wisata, rapat desa, serta
yang

proses perencanaan

melibatkan stakeholder.

dari berita acara
rapat, laporan kegiatan, foto, dan

data pengunjung.

Data dianalisis menggunakan

Miles,
Saldana yang meliputi reduksi data,
data,

model Hubberman, dan

penyajian dan  penarikan

kesimpulan.
KAJIAN TEORI

Kemitraan didefinisikan sebagai
suatu bentuk kerja sama antara dua
pihak atau lebih yang disepakati untuk
mencapai tujuan bersama dengan
prinsip
Menurut Huxham dan Vangen (2005),

saling menguntungkan.

terdapat lima ciri utama dalam

kemitraan:

Common Aim: adanya kesamaan

tujuan

Sharing Power: pembagian

kekuasaan yang seimbang

Compromise: kemampuan untuk

mencapai titik temu

Communication: komunikasi terbuka
dan rutin
Determination Commitment: adanya

komitmen jangka panjang

Kelima ciri ini diperlukan agar
kemitraan yang dibangun memiliki dasar
kerja sama yang kuat dan berkelanjutan.
Kemitraan juga dipahami sebagai bentuk
hubungan kerja sama antara dua pihak
atau lebih yang bersifat sukarela dengan
asas saling menguntungkan dan saling

percaya.

Notoatmodjo (2010) menguatkan

bahwa kemitraan yang baik harus
dilandasi oleh:
Kesetaraan (equity): tidak adanya

dominasi satu pihak

Transparansi:  terbukanya informasi
dalam pengambilan keputusan
Saling Menguntungkan: kerja sama
menghasilkan manfaat bagi semua
pihak
Dengan menggunakan dua
pendekatan ini, peneliti menganalisis

kemitraan antar stakeholder di Desa

Wisata Limbasari.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan dalam Pengembangan Desa

Wisata Limbasari

Dalam  pengembangan  Desa



Wisata Limbasari, kemitraan antar
stakeholder ~ menjadi instrumen
penting. Hasil temuan di lapangan
menunjukkan bahwa bentuk
kemitraan yang terbentuk sudah
memenuhi  beberapa unsur teori
kemitraan dari Huxham dan Vangen
meskipun masih terdapat aspek yang

perlu diperkuat.

e Common aim : seluruh aktor
seperti  Pokdarwis, Pemerintah
Desa, Dinporapar, dan
masyarakat ~ memiliki  tujuan
bersama untuk mengembangkan
pariwisata lokal dan
meningkatkan kesejahteraan

warga. Tujuan ini terlihat dari

upaya  kolektif  membenahi
fasilitasi dan mempromosikan
daya tarik wisata lokal, meskKi
belum didukung oleh rencana aksi

yang terintegrasi.

e Sharing  power Dalam
praktiknya, pembagian kekuasaan
/ peran masih belum merata.
Pokdarwis dan pemerintah desa
mendominasi pengambilan
keputusan, sementara BUMDes
baru memiliki legitimasi hukum
pada tahun 2023 dan belum
sepenuhnya dilibatkan  dalam
kegiatan operasional. Dinporapar

lebih bersifat sebagai pembina

dan pendukung teknis.

Compromise : Proses kompromi
terjadi, namun belum dalam struktur
formal.  Misalnya, ketika ada
perbedaan pandangan tentang
penentuan harga tiket atau pembagian
keuntungan, belum ada sistem mediasi
atau musyawarah yang diformalkan

dalam bentuk SOP atau forum reguler.

Communication : Pola komunikasi
yang digunakan bersifat informal dan
insidental. Pertemuan lebih sering
dilakukan secara spontan atau ketika
ada agenda tertentu. Belum ada forum
tetap atau sistem pelaporan antar
pihak yang dapat memastikan aliran

informasi berjalan efektif dan efisien.

Determination commitment

komitmen tinggi tercermin  dari
semangat Pokdarwis dan masyarakat
dalam  merawat destinasi  serta
kesiapan pemerintah desa dalam
mendukung dari sisi administrasi dan
kebijakan. Namun, belum semua
stakeholder memiliki kapasitas yang
sama dalam menunjukkan bentuk
nyata dari  komitmen tersebut,
terutama dalam hal anggaran, sumber

daya manusia, dan logistik.

Secara keseluruhan, kemitraan

yang terjadi menunjukkan adanya niat

baik dan kerja sama, namun masih



memerlukan pelembagaan peran dan
mekanisme kerja yang lebih mapan
agar kemitraan dapat berjalan

berkelanjutan dan saling menguatkan.

Faktor Pendorong dan Penghambat
Kemitraan dalam Pengembangan
Desa Wisata Limbasari

Berdasarkan teori
Notoatmodjo (2010), terdapat tiga
prinsip utama dalam kemitraan, yaitu
kesetaraan, transparansi, dan saling
menguntungkan. Prinsip-prinsip ini
tercermin dalam faktor-faktor yang
mendorong keberhasilan kemitraan
dalam pengembangan Desa Wisata

Limbasari sebagai berikut:

e Kesetaraan (equity): terlihat dari
kesamaan visi dan tujuan antar
stakeholder seperti Pokdarwis,
pemerintah desa, Dinporapar, dan
masyarakat. Masing-masing pihak
memiliki peran yang saling
melengkapi tanpa dominasi satu

pihak atas yang lain.

e Saling menguntungkan:
partisipasi aktif masyarakat dan
dukungan dari pemerintah desa
memberikan manfaat timbal balik.
Masyarakat memperoleh manfaat
ekonomi dan sosial, sedangkan

pemerintah desa mendapatkan

peningkatan PADes.

e Transparansi: Proses pengambilan
keputusan yang dilakukan melalui
komunikasi terbuka dan musyawarah
menunjukkan adanya transparansi
dalam menjalin kemitraan. Meskipun
belum sempurna, ada itikad baik dari
semua pihak untuk saling memahami
dan menyampaikan informasi secara

jujur dan terbuka.

Dalam teori kemitraan menurut
Notoatmodjo (2010), kegagalan dalam
penerapan prinsip kesetaraan,
transparansi, dan saling menguntungkan
dapat menjadi sumber penghambat
kemitraan. Adapun faktor-faktor
penghambat yang ditemukan dalam
pengembangan Desa Wisata Limbasari

sebagai berikut:

e Kurangnya kesetaraan: BUMDes yang
baru berbadan hukum belum mampu
menjalankan peran secara seimbang
dalam operasional pengelolaan wisata,
sehingga dominasi masih berada pada

Pokdarwis dan pemerintah desa.

e Minimnya transparansi: masih

minimnya transparansi yang
dilakukan oleh Pokdarwis terkait
kegiatan yang dilakukan dalam
internal organisasi kepada masyarakat

luas.

e Manfaat belum merata: keterbatasan



sumber daya manusia dan
infrastruktur menyebabkan
manfaat yang dihasilkan dari
pengembangan desa wisata belum
bisa dinikmati secara merata oleh

seluruh masyarakat setempat.

KESIMPULAN
Kemitraan dalam
pengembangan Desa Wisata

Limbasari berada pada tahap
berkembang. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya komitmen, kesamaan
visi, serta keterlibatan berbagai pihak
meskipun belum merata. Aspek
komunikasi, koordinasi lintas
lembaga, dan transparansi masih perlu
diperkiuat agar kemitraan berjalan
secara optimal. Keterlibatan BUMDes
yang baru aktif secara legal perlu
didorong agar dapat berkontribusi
lebih  besar dalam operasional.
Pemerintah desa dan pokdarwis telah
berperan sebagai penggerak utama,
namun keberlanjutan pengelolaan
membutuhkan sistem kemitraan yang

lebih inklusif dan terstruktur.

Kemitraan yang efektif dapat
diciptakan dengan cara menjamin
partisipasi aktif seluruh stakeholder.
Pemerintah desa harus bertindak
sebagai fasilitator yang
menghubungkan Pokdarwis,

BUMDes, dan masyarakat dalam

wadah perencanaan bersama. Bentuk-
bentuk penguatan kemitraan seperti forum
koordinasi, SOP kerja sama, dan sistem
monitoring sangat dibutuhkan.

Kemitraan yang telah terbentuk
perlu diperkuat dengan peningkatan
kapasitas para pihak yang terlibat melalui
pelatihan manajemen, pengelolaan
keuangan desa wisata, dan transparansi
dalam pengambilan keputusan. Selain itu,
perluasan jaringan kolaborasi dengan
sektor swasta dan akademisi menjadi
penting agar kerja sama yang dibangun
lebih inovatif dan tidak hanya bergantung

pada dana desa.

SARAN

e Membentuk forum koordinasi resmi
antar stakeholder untuk memperkuat
komunikasi dan pengambilan

keputusan bersama.

e Meningkatkan kapasitas SDM desa
melalui pelatihan manajemen,
administrasi kelembagaan, dan

kewirausahaan berbasis lokal.

e Mengoptimalkan peran BUMDes
dalam pengelolaan operasional
melalui pembagian tugas yang jelas

dan pendampingan teknis.

e Mendorong pelibatan aktif masyarakat
dalam proses perencanaan dan

pengelolaan  agar tercipta rasa



memiliki terhadap pengembangan

desa wisata.
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